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PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR : 07 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI 

DENGAN RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

GUBERNUR MALUKU,

Menimbang : a. bahwa penguatan kapasitas kelembagaan negeri
yang meliputi lembaga  pemerintahan dan lembaga 
kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif/Desa 
dan atau nama lain merupakan bagian dari 
pembinaan dan pengawasan yang menjadi tanggung 
jawab Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa dalam pembinaan penyelenggaraan 
Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif/Desa dan
atau nama lain, maka Pemerintah Daerah Provinsi 
dapat melakukan penguatan kapasitas kelembagaan 
Negeri/Negeri Administratif/Desa dan atau nama 
lain;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 
100 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa, maka perlu menetapkan penguatan 
kapasitas kelembagaan Negeri/Negeri Administratif/
Desa dan atau nama lain dalam suatu Peraturan 
Daerah;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,  perlu 
membentuk Peraturan Daerah Provinsi Maluku 
tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 
Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1617);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten 
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999
Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3895); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten 
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4350); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400);

8. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku 
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2007
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4747); 

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di 
Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4878); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang 
Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2007 Nomor 82,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4724);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817);
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18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai 
Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah 
Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku 
Tahun 2005 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi 
Maluku.

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN  :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN 
KAPASITAS KELEMBAGAAN NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Guberrnur bersama Perangkat Daerah 

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

4. Gubernur,  adalah Gubernur Provisi Maluku;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

Provinsi Maluku adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi 
Maluku sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi 
Maluku;


